SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang:

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6)

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama
Bupati Bogor telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903 /Kep.1727-
Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupati Bogor tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dilakukan agar peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



-0

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor S Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang ...
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
tentang Perubahan Keenam belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan ...



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

-4 -

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah  beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005
tentangPedomanPenyusunan dan
PenerapanStandarPelayananMinimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

24. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

32. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5642);

40. Peraturan ...



40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Penilik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 310);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan  Pertanggungjawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
di Daerah;

47. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pengajuan, Penyalurandan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

PeraturanMenteriKesehatanNomor 19 Tahun 2014
tentangPenggunaan Dana
KapitasidaminanKesehatanNasionaluntukJasaPelayana
nKesehatandanDukunganBiayaOperasionalpadaFasilita
sKesehatan Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
589);

Peraturan Menteri KeuanganNomor 61/PMK.07/2014
tentang PedomanUmumdanAlokasiTunjanganProfesi
Guru PegawaiNegeriSipil Daerah kepada Daerah
Provinsi, Kabupatendan Kota TahunAnggaran 2014;

Peraturan Menteri KeuanganNomor
183/PMK.07/2014tentang Batas Minimal
DefisitAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahdan Batas
MaksimalKumulatifPinjaman Daerah TahunAnggaran
2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
III/DPRD/Ps.012/111/ 1981 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1983
Nomor 3 Seri G), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/1II/1981
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 1993 Nomor 10 Seri D);

56. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun
2008 tentang Bagian Desa Dari Hasil Pendapatan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian
Desa Dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
27);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 37);

Peraturan Daerah Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 40);

Peraturan Daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 41);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5);

68. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pembentukan  Sekretariat Dewan
Perwakilan = Rakyat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan
Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 61);

78. Peraturan ...



78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pembentukan BUMD Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2011 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2012
tentangPembentukanRumahSakitUmumDaerahCileungs
iKelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun
2012 tentangRetribusiPelayananKesehatan pada
RumahSakitUmumDaerahCileungsi(Lembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun
2012 tentangPenanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2012 tentangPrasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
dan Pemukiman(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 67);

91. Peraturan ...



91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2012 tentangOrganisasi dan Tata
KerjaKantorLayananPengadaanBarang dan Jasa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun
2012 tentangOrganisasiBadanKetahanan Pangan dan
Pelaksana  PenyuluhanPertanian, Perikanan dan
Kehutanan(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2012 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor S5 Tahun
2013 tentangSistemInformasiManajemenPelaporan Data
TransaksiUsahaWajibPajak Secara Online (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2013
tentangRetribusiPerpanjanganlzinMempekerjakanTenag
aKerjaAsing(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2013 tentangPenyertaan Modal
DaerahPemerintahKabupatenBogor pada
BadanUsahaMilikDaerahPT. PrayogaPertambangan dan
Energi(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun
2013 tentangPenyertaan Modal kepada Perusahaan
Daerah Air MinumTirtaKahuripanKabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun
2014
tentangPembentukanBadanUsahaMilikDaerahDibidang
UsahaPariwisata(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor NomorSTahun 2014
tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah (RPJMD) Kabupatan Bogor Tahun 2013-2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Menetapkan :

dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANGANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

1. Pendapatan

2. Belanja

Pasal 1

Rp. 5.230.638.127.000
Rp.6.262.701.630.000
Surplus/ (Defisit) Rp. (1.032.063.503.000)

3. Pembiayaan ...
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp.1.058.107.503.000
b. Pengeluaran Rp 26.044.000.000

JumlahPembiayaanNetto Rp. 1.032.063.503.000
Sisa Lebih/(kurang) PembiayaanAnggaran
Tahun berkenaan Rp. 0.00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp 1.656.290.853.000
b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp 2.471.188.907.000
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,
sejumlah Rp 1.103.158.367.000
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hasil Pajak Daerah, sejumlah Rp1.111.622.860.000
b. Hasil Retribusi Daerah, sejumlah Rp 134.140.654.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, sejumlah Rp 33.579.530.000
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,
sejumlah Rp376.947.809.000
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, sejumlah Rp213.784.795.000
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp2.163.439.062.000
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp 93.965.050.000
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah, sejumlah Rp. 0.00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah Rp505.294.155.000
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,
sejumlah Rp 597.433.786.000
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya, sejumlah Rp 0.00
e. Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Lainnya,
sejumlah Rp 430.426.000
f. Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau,
sejumlah Rp 0.00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp 2.786.014.321.000
b. Belanja Langsung, sejumlah Rp 3.476.687.309.000
(2) BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiridarijenisbelanja:

a. Belanjapegawai ...



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp 2.085.328.036.000
b. Belanja Hibah, sejumlah Rp 75.337.700.000

c. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp 33.158.500.000
d. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten /Kota dan
Pemerintahan Desa, sejumlah Rp 97.632.832.000

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten /Kota dan
Pemerintahan Desa dan Lainnya,
sejumlah

f. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp 20.000.000.000

Rp 474.557.253.000

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp  391.658.760.000

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp 1.286.787.530.000

c. Belanja Modal, sejumlah Rp 1.798.241.019.000
Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan, sejumlah Rp 1.058.107.503.000

b. Pengeluaran, sejumlah Rp26.044.000.000

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
AnggaranSebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp1.034.107.503.000
b. Penerimaan Piutang Daerah , sejumlah = Rp24.000.000.000

c. Penerimaan Hasil Investasi Daerah,
sejumlah Rp 0.00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan,

sejumlah Rp 0.00
b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
sejumlah Rp 26.044.000.000
c. Pembayaran Utang, sejumlah Rp 0.00
Pasal 5
Dalamkeadaandarurat, Pemerintah Daerah
dapatmelakukanpengeluaran yang

tidaktersediaatautidakcukuptersediaanggarannyauntukselanjutnyadiu
sulkandalamPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunA
nggaran 2015.

Pendanaankeadaandarurat yang
belumtersedianyaanggarannyasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
dapatmenggunakanBelanjaTidakTerdugasebagaimanadimaksuddalamP
asal 3 ayat (2) huruf f.

(3) Keadaan ...
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukanmerupakankegiatan normal dariaktivitasPemerintah Daerah
dantidakdapatdiprediksisebelumnya;

b. tidakdiharapkanterjadisecaraberulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaaan darurat.

Uraian lebih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

1
2

. Lampiran I

. Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV

. Lampiran V

. Lampiran VI

7. Lampiran VII

10.

11.

12.
13.

. Lampiran VIII :

. Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Pasal 6

lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi.

: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara.

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan.

: Daftar Piutang Daerah.

DaftarPenyertaan Modal (Investasi) Daerah.

DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAset
Tetap Daerah.

DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAset
Lainnya.

: DaftarKegiatan-kegiatanTahunAnggaranSebelumnya

yang
BelumDiselesaikandanDianggarkanKembalidalamTah
unAnggaranlni.

: DaftarDana CadanganDaerah.

: DaftarPinjamanDaerah danObligasiDaerah.

Pasal 7

KetentuanlebihlanjutmengenaiPenjabaranAnggaranPendapatan dan
BelanjaDaerahditetapkandenganPeraturanBupati.

Pasal8 ...
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Pasal 8
PeraturanDaerahinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyad
alamLembaranDaerahKabupatenBogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. BUPATI BOGOR
ttd

NURHAYANTI
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : 264/2014

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd
ADE JAYA MUNADI



